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BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

1.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut
onrechtmatige daad, sedangkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan
dengan torf onrecht, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh subjek yang dikenakan hukum dan
menimbulkan  akibat hukum. Dalam bidang hukum, tort dapat
diterjemahkan sebagai kesalahan perdata yang tidak dapat ditelusuri
kembali ke pelanggaran kontrak. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata,
perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan
kerugian pada orang lain dan memaksa orang yang menimbulkan kerugian
itu untuk bertanggung jawab mengganti kerugian.

Adapun kriteria  yang disebabkan perbuatan manusia dalam
perbuatan melawan hukum, yaitu apakah yang dilakukan manusia itu sah
(rechtmagitg, legalfull) atau ilegal (onrechtmatig, ilegal). dalam kriteria
itu dapat diketahui apakah bentuk pelanggaran hukum itu merupakan
tindak pidana (factum delictum), pelanggaran perdata (tort law) ataukah
tindak pidana yang tumpang tindin dengan pelanggaran perdata. Dalam hal
keduanya bersalah (pidana dan perdata), tanggung jawab pidana dan

perdata (perdata) dapat timbul secara bersamaan.
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Dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai, Majelis Hakim
telah menjatuhkan keputusan berdasarkan Pasal 1365 BW KUHPerdata
dan meneliti berdasarkan pendapat ahli Hukum. Menurut penulis
berdasarkan alat bukti dan kesaksian para saksi membuat majelis hakim
yakin untuk memberikan sanksi kepada para tergugat dikarnakan terbukti
secara sah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian
Majelis Hakim memutuskan menerima sebagian permohonan penggugat,
menyatakan tanah sengketa itu adalah milik penggugat, dengan jelas
menyatakan bahwa surat hak milik No. 1. 594 GS 1655/1986 adalah milik
penggugat dan tetap mempunyai kekuatan hukum penuh tanpa perubahan
atau peralihan hak milik kepada pihak lain, menyatakan bahwa tanah
penggugat berada dalam kawasan HPL 3 Pagutan Il Perum Perumnas,
menyatakan bahwa perbuatan para tergugat, penguasaan dan pembangunan
gedung-gedung di atas tanah penggugat merupakan suatu pelanggaran
hukum, menghukum terdakwa | sampai dengan Il untuk mengeluarkan
benda sengketa dari HPL 3 Pagutan Il Perum Perumnas, menghukum
terdakwa meninggalkan tanah sengketa itu tanpa ada pembangunan apa
pun di atasnya, seperti semula, dan tanpa syarat apa pun, bila perlu dengan
bantuan alat. kepolisian Indonesia, menghukum tergugat Apabila tidak
menghendaki pokok sengketa memberikan ganti rugi kepada Penggugat
sebesar Rp 1.750.000/M2, selanjutnya menolak permohonan Penggugat
dan selanjutnya menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk

membayar biaya perkara.a.



Saran
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1. Menurut penulis, keputusan yang diambil hakim tersebut telah

sesuai dan juga telah sesuai menjatuhkan sanksi kepada para pihak
Tergugat. Namun, ada sedikit saran dari penulis seharusnya Majelis
Hakim juga harus tegas memberikan jenjang waktu untuk proses
pengosongan obyek sengketa atau mengembalikan keadaan obyek
sengketa seperti semula agar pihak tergugat tidak bisa menunda
waktu pengosongan obyek sengketa walaupun Majelis Hakim telah
memutuskan pengosongan obyek sengketa bila perlu dibantu oleh
kepolisian namun para pihak Tergugat pasti bisa saja untuk
menunda-nunda waktu pengosongan obyek sengketa dikarnakan
Majelis Hakim tidak memberikan target waktu untuk proses

pengosongan obyek tersebut.

Berdasarkan dari pembahasan yang kedua, penulis memberikan
saran agar siapapun orang Yyang memiliki tanah, rumah dan
sebagainya disarankan agar tidak meninggalkan objek tersebut
dalam jangka waktu yang lama dan juga menyimpan dengan baik
surat-surat yang berkaitan dengan objek tersebut, agar tidak ada
pihak pihak yang tidak dikenal maupun dikenal mengakui hak atas
kepemilikan objek tersebut, dan dalam hukum seseorang tidak
boleh menempati tanah atau sejenisnya tanpa ada persetujuan dari

si pemilik tanah, sebab itu merupakan pelanggaran hukum.
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